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o i Kristen (SMTK) adalah Pendidikan Keagamaan
b‘ﬂ}f‘“"’“ .L';{')'kmz'lh' [\[\/Eicn'?‘l;gnaallli :)g?iﬁ%lllff’li::;Sshii’ll;)lliljn peserta d'idik menjadi an ggfotga
teriaten Imgk.m ) cn;n:hami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agup?:f I:rzsie?
'“ﬁ51?"3|‘3ki}]f]e]);ifl;;&i :;‘lli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, Kreatif,
?ini(l:\iirl?lu dan di‘namis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;

i 1i ; huruf a dan b, perlu
y i an scbagaimana dimaksud dalam .

ahwa berdasarkan pertimbangan sebag na dii oL rp Lk
b(].h\t?fai':;an Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan M‘asyi‘u !kﬁtKIr(i;w Kigr:
;1?1“;'9: Lan ljin Penyelenggaraan Sekolah Mencngah Tco]:)g1. G et
N?ﬁhiﬁ {uther Ocekam, Kec. Amanuban Timur, Kab. TTS, Propins gg

ar .uthe K
Timur (NTT).

entang Sistim Pendidikan Nastona
i ;v Nomor 20 Tahun 2003 tentang R iona|
(Undd;grln;:]iz:;rf: Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembar
Lembaran | e

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

) s : asen (Lembaran Negara
o +-Undane Nomor 14 Tahun 2005 tultdn% Guru dan Dosen . g 1.
g:gi&;&tllilimfésia Nomor 157 Tahun 2005: Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4536);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
Peraturan  Pemerintah Nomor S5 Tahun 2007 tent
Pendidikan Keagamaan (Lembaran Neg
124, Tambahan Lembaran Negar

Perubahan Atas Peraturan

ang Pendidikan Agama dan
ara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor
4 Republik Indonesia Nomor 4769): ,

Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang  Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tamb
Nomor 4941);

Peraturan  Pemerintah Nomor 17  Tahun 2010

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010
nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150

sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyeleng

ggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor | 12, Tambal

1an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

(Lembaran Negara
ahan Lembaran Negara Indonesia

tentang  Pengelolaan  dan

Peraturan  Presiden Nomor 47 Tahun 2009 lentang
Kementerian Negara sebagaimana telah
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009,

; Pembentukan Organisasi
diubah, beberapa kali terakhir dengan

2013 Tentang Perubahan keempat  atas
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0 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon !
KKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013, Tentang Perubahan keempat Peraturan
Presiden Nomeor 24 Tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioal Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar-

kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimang
tclah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015
tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
(1. Peraturan Menteri Agama Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan
Kristen: |
Peraturan Menteri Agama Nomor: 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KFMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN
LIIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN
(SMTK) MARTHIN LUTHER OEEKAM, KEC. AMANUBAN TIMUR, KAB. TTS
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menctapkan ljin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)
Marthin Luther Ocekam, Kec. Amanuban Timur, Kab. TTS, Propinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT).

Dengan ditetapkannya ljin Penyelenggaran Sekolah Menengah Teologi Kristcp
(SMTK) Marthin Luther Ocekam, Kec. Amanuban Timur, Kab. TTS. Propinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT), maka harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. i
Penctapan ljin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)
Marthin Luther Occkam. Kec. Amanuban Timur, Kab. TTS, Propinsi Nusa Tenggara
1:1 l(N'l""l"')._ akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak
ditatapkan. '

Seiclah ditetapkan Ijin Penve :
v Mcr,]rt;}]n;kﬂzll liun Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Krist
’i‘enggm‘; 'l‘(irn *‘n i.-ut er Oeekam, Kec. Amanuban Timur, I(ag. TTS, Propinsi l\hlje'n
b4 ,d,ul dan telah mengikuti Ujian Akhir Nasional, da -a{t e
S ‘3;“5:1 tall-}adargJ /?(kredltasi Nasional SekolahiMadrasal; (B/E’\I ?l};\%lgajumn
we-lap akhir tahun, Sekolah Menengah Teologi Kri (SMTK Marthi
il , gah leologi Kristen (SMTK Marthin Luthe
diwajibkan 'n;\elndg;t‘lt?an Timur, Kab. TTS, Propinsi Nusa Tenggara Timu]::I (Il‘J\LTt}}Lr

s mberikan  laporan  secara  tertulis tentang ke .
per embangannya kepada Direktorat Jenderal Mowe
Kemenierian Agama RI di Jakarta L
Keputusan ini berlak " i

152 derlaku sejak tangeal

kemudian hari termyata "

o dan
imbingan Masyarakat Kristen

ditetapkan dengan Ketentuan apabila dj

terdapat kekelir :
s : ' uan dalam keputusan ini k- ; :
pembetulan sebagaimana mestinya am keputusan ini akan diadakan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkandi : Jakarta
pada tanggal : 24 Juni 2015
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